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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan  
ب ba b Bc 
ت ta t Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
 
 
viii 
ش syin s es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
و mim m Em 
ٌ nun n En 
و wau w We 
ھ ha h Ha 
ء hamzah „ Apostrof 
 
 
ix 
ي ya y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah a a 
َ ا Kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
 
 
 
x 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َفْي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... 
Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ي 
Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 َو 
Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
َ َتْى  ً  ي : yamutu   
 
  
 
 
xi 
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فْنا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  حْن ا    : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
َ ا ُْي َّج : najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
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Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama    : Herlina 
Nim    : 10200114082 
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Silariang Di Desa  
Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone (Analisis Pidana Adat) 
Skripsi ini membahas tentang  penerapan sanksi pidana bagi pelaku 
silariang di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.  Pokok masalah 
tersebut menimbulkan sub masalah atau pertanyaan penelitian, yakni :1. 
Bagaimana bentuk perkawinan Silariang Di Desa Langi Kecamatan Bontocani 
Kabupaten Bone? 2. Bagaimanakah bentuk sanksi hukum adat perkawinan 
silariang Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone? Tujuan 
melakukan penelitian ini agar mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam 
menangani kasus silariang. 
Jenis penelitian ini kualitatif, teknik pendekatan yuridis normatif, syar‟I 
normatif dan pendekatan sosiologis, adapun sumber penelitian data penelitian ini 
ada dua, data primer dan data sekunder adalah pemerintah setempat yakni kepala 
desa langi, imam desa , ustazah serta guru sekolah dan seluruh masyarakat desa 
langi yang terkena dari dampak adanya kasus silariang di Desa Langi Kecamatan 
Bonto Cani Kabupaten Bone. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian, teknik dalam 
pengelolaan data, memiliki beberapa tahap yaitu: klasifikasi data (memilah –milih 
data), reduksi data (mengurai data), editing data (mengedit data yang salah). 
 Hasil penelitian ini adalah 1. Bentuk perkawinan silariang ada dua yaitu 
silariang yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sama-sama 
single (sendiri) dan silariang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang 
sudah beristri (memiliki istri/suami). 2. Bentuk sanksi adat bagi pelaku silariang 
di desa langi kecamatan bonto cani yaitu jika pelaku silariang sama-sama single 
maka dia akan dikenakan denda kepada masyarakat dan orang tua perempuan 
serta harus memenuhi berbagai syarat ketika ingin pulang baik(maddeceng) dan 
jika pelakunya sudah berkeluarga maka mereka tidak akan lagi diterima oleh 
pihak keluarga maupun pemerintah dalam artian dipatingkori tanah.3. hukuman 
bagi pelaku zina yang (al-muhsan) pernah menikah dirajam (dilempar batu) 
sampai mati. Dan hukuman bagi pelaku zina yang (gairu muhsa ) belum menikah 
yaitu di cambuk seratus kali. 
 Implikasi dari penelitian ini antara lain: dengan mengetahui masalah yang 
terjadi, untuk penerapan sanksi bagi pelaku silariang, seharusnya pemerintah 
setempat harus lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku silariang, karena 
dampak dari perbuatan silariang yang berpengaruh di daerah tersebut akan lebih 
besar . seluruh tokoh masyarakat desa setempat harus ikut andil di dalamnya.   
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1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Permasalan sosial ditengah-tengah masyarakat selalu mengalami
perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri.
Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Bone yang merupakan suatu kabupaten
yang berada di Sulawesi selatan, juga terus mengalami perubahan baik positif
maupun negatif .adapun dalam perkembangan negatif diantaranya yaitu silariang.
Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk
berinteraksi dan berkembang untuk menambah keturunan. Dalam
perkembanganya, manusia terikat oleh aturan- aturan yang membedakannya
dengan hewan termasuk  dalam hal untuk memperoleh dan menambah keturunan.
Perrnikahan atau lebih dikenal dengan perkawinan merupakan bagian dari aturan-
aturan tersebut.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan dikenal berdasarkan berdasarkan ketuhanan yang maha
esa.1
Sulawesi selatan adalah tempat asal dari suku bugis yang dapat dilihat dari bahasa
dan adat- istiadatnya.Bahkan saat ini suku bugis ada pula yang merantau jauh
hinnga ke luar negri, yakni Malaysia, singapura, dan
1HadikusumaHilman, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2005), h.88.
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philipina.Berkembangnya adat-istiadat suku bugis ini lalu mengarah 
pada munculnya banyak kerajaan seperti Bone, Luwu, Wajo, Soppeng, Sinjai, 
Barru, Dan masih banyak yang lainnya.1 
Di Sulawesi selatan usaha manusia bugis untuk meningkatkan budaya 
maritim masyarakat salah satunya yaitu masompe (berlayar). Orang yang 
menjadikan laut sebagai mata pencaharian sedapat mungkin enggunakan layar 
sebagai tenaga pendorong, tetapi tidak semua itu disebut sebagai pasompe.2 
Perkawinan “Nikah” merupakan salah satu unsur yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan 
kelangsungan kehidupan manusiadan masyarakat di Bumi ini, perkawinan akan 
menimbulkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang 
nantinya akan berkembang dan menjadi kerabat dan masyarakat. Oleh karena itu 
keberadaan matan perkawinan perlu dilestarikan demi tercapainya tujuan yang 
dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri. 
Perkawinan itu sendiri dalam pelaksanaannya memiliki berbagai cara 
diantaranya: pesta, resepsi, dan perjamuanadapun  nikah yang dilakukan secara 
meriah, yakni pernikahan yang dilakukan secara terbuka dan ramai sesuai dengan 
adat dan kebiasaan menurut daerah masing-masing, dan pernikahan yang 
dilakuksan dengan rahasia. Adapun perkawinan yang dimaksud perkawinan 
rahasia yakni pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau adat 
                                                             
1Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar( Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 42. 
2Abu Hamid, Pesan-Pesan Moral Pelaut Bugis (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h.42. 
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istiadat yang berlaku dan bahkan melanggar dari hukum tersebut, diantaranya 
silariang. 
Sejalan dengan kalimat diatas maka bertuk pernikahan rahasia itu itu pun 
bervariasi, mulai dari silariang, nilariang, erangkale.Silariang atau kawin lari bagi 
bugis bone sudah tidak asing lagi, walaupun dalam hukum adat memiliki sanksi 
yang sangat berat dan tidak sedikit dari pelaku silariang berakhir diujungbadik.3 
Hukum perbuatan Silariang dalam bugis Bone merupakan suatu tindakan 
yang sangat memalukan dan dianggap mencoreng nama baik keluarga besar. Ini 
merupakan salah satu alas an mendasar mengapa silariang harus di hukum dan  
kadang berakhir dengan cucuran darah atau hilangnya nyawa bagi pelaku 
silariang. Sanksi adat bagi pelaku silariang (kawin lari) di masyarakat bugis 
Bone adalah baik dan benar agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar 
supaya masyarakat luas bisa melihat sanksi bagi orang yang melakukan silariang, 
supaya orang lain tidak ikut- ikutan. Dan perkawinan tidak dijadikan 
mainan.Karna akan menimbulkan kekecewaan, emosi, dan sanksi tuhandidunia 
dan diakhirat. Sebagaimana dalam perintah al-quran dan as-sunnahbahwa kawin 
itu harus nikah ada saksi dan wali nikah. Serta dalam pernikahan (perkawinan) 
harus memenuhi syarat- syaratnya sebagaimana yg di syariatkan dalam islam. 
 
 
                                                             
3ZaenuddinTika dan M.SyamRidwan, Silariang(Pustaka Refleksi, 2005),h.viii. 
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Allah berfirman dalam QS An-Nur/24:32. 
                         
                         
 
Terjemahnya: 
 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 
mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha 
Mengetahui.4 
Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu 
perjanjian.Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata 
“mitsakan ghalizhan”.Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan 
perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karna adanya : 
1. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad 
nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu. 
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur yaitu 
dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.5 
Dalam masyarakat tiap bangsa, ditemuai suatu penilaian yang umum, 
ialah orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih di hargai dari 
mereka yang tidak kawin.Sedangkan pandangan perkawinan dari segi agama 
                                                             
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Cet.11; Jawa Barat: Sygma, 
2014), h.350 . 
5Mardani,Hukum Keluarga  Islam di Indonesia  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 
h.25. 
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suatu segi yang sangat penting.Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu 
lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci kedua 
mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya 
dengan menggunakan nama Allah .Menurut komplikasi hukum islam, pernikahan 
yaitu akad yang sangat kuatataumiitsaaqangholidhanuntuk menaati perintah allah 
dan melaksanakannya adalah ibadah. 
Mappabotting adalah upacara adat pernikahan orang bugis di Sulawesi 
selatan.Secaragaris besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap 
yaitu upacara pra pernikahan, pesta pernikahan, dan pasca pernikahan. Dalam 
upacara perkawinan adat masyarakat Bugis Bone yang disebut “Appabottingeng 
Di Tana Ugi” terdiri atas beberapa tahap kegiatan .kegiatan-kegiatan tersebut 
merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar –menukar, 
kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Bugis Bone yang betul-betul masih 
memelihara adat istiadat.6.  
Ada lima macam ucapan orang tua (hukum adat) yang menyatakan 
kematian anak gadisnya yang melakukan silariangdengan seorang pemuda, antara 
lain: 
1. Dena‟nianakkudilinonadiahera‟(tidak ada lagi anakku di dunia dan 
akhirat). Maksudnya, dia tidak lagi menganggapnya anak (yang 
melakukan silariang) di dunia dan di akhirat. 
                                                             
6Ragamsukudunia, Adat Perkawinan Sulawesi Selatan(Blogspot.com), 2016/04. 
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2. Di ammatenni/Wijannade‟nagaga (dianggap sudah mati/ keturunannya 
sudah tidak ada) Maksudnya,bagi orang tua dari perempuan yang 
melakukan kawin lari menganggap bahwa anak perempuannya sudah 
mati dan keturunannya kelak tidak akan dianggap sebagai keturunan 
keluarga. 
3. Natelleniana‟na, (dia mentalak anaknya). Maksudnya, orang tua telah 
memutuskan hubungan dengan anaknya 
4. Di sesseriditautoanna (dia perempuan disesali oleh orang tuanya) 
Maksudnya, orang tuanya menyesali  telah memiliki anak perempuan 
sepertinya  
5. Diappisabbiannidinabie (dia dianggap bahwa tidak pernah ada).7 
Perkawinan silariangmerupakan perbuatan yang sangat memalukan dan 
melanggar hukum adat Bugis-Bone.Namun perbuatan ini masih dilakukan untuk 
menghindari diri dari rintangan-rintangan oleh pihak orang tua atau keluarga. 
Perkawinan silariang ini bukan hanya terjadi dikalangan orang  yang berusia 
cukup matang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi dikalangan pemuda dan 
remaja yang kadang usianya masih cukup muda untuk melakukan silariang, 
bahkan ada diantara mereka yang masih berada dibangku sekolah menengah 
pertama(SMP). 
Sanksi hukum adat yang dijatuhkan pada pelaku silariang (kawin lari) di 
kabupaten Bone adalah A‟massa.Dimana sanksi adat A‟massa dilakukan apabila 
                                                             
7MarzukiLaica, Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Cet.1 (Makassar: 
Hasanuddin University Press, 1995), h.16-17. 
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salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan silariang(kawin lari) 
melanggar aturan adat yang berlaku.Misalnya mereka yang melakukan silariang 
atau kawin lari berani menginjakkan kaki kerumah atau kampung tempat mereka 
berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang 
untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan 
istilah Ma‟deceng‟ (pulang baik). Maka sanksi adat A‟massaakan diterapkan bagi 
mereka.  
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone Kecamatan Bonto Cani di 
Desa Langi dimana pelaku silariang menjadi titik fokus dalam penelitian ini, hal 
ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sanksi diterapkan kepada pelaku 
silariang tersebut. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun judul skripsi ini adalah :„‟Penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku silariang Di Desa langi Kecamatan Bonto cani Kabupaten Bone”. Maka 
penulis akan memberikan variable yang di anggap penting. 
a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, 
metode, dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 
kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 
sebelumnya.8 
                                                             
8Http://Internetsebagaisumberbelajar. Blogspot.co.id/2010/07/ Pengertianpenerapan. Html 
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b. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan 
dan siksaan.9 
c. Pelaku Silariang adalah apabila perempuan dengan laki-laki sepakat 
lari bersama-sama atau perkawinan yang dilangsungkan setelah laki-
laki dengan perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-diri. 
Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut yakni faktor 
ekonomi, tidak adanya restu dari orangtua, perbedaan kasta dan 
status sosial.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok masalah penelitian  
tersebut bagaimana penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku silariang di desa 
langi kecamatan bontocani kabupaten bone perspektif hukum pidana islam? 
Berdasarkan pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai  berikut: 
1. Bagaimana bentuk perkawinan Silariang di Desa Langi Kecamatan 
Bontocani Kabupaten Bone? 
2. Bagaimanakah bentuk sanksi hukum adat perkawinan silariang di Desa 
Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone? 
3. Bagaimana perspektif hukum pidana islam bagi pelaku silariang di desa 
Langi kecamatan Bontocani kabupaten Bone? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian ini peneliti bertujuan untuk mengembangkan informasi 
dari berbagai sumber dan melakukan penelitian mandiri, agar terhindar dari 
plagiasi. Dimana referensiini dapat diberikan dan  disebarluaskan untuk masyarakt 
yang ada. Adapun judul yang menjadi fokus penelitian adalah : 
                                                             
9Https://www. Suduthukum.com/2015/09/Pengertian-Sanksi- Pidana. Html 
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1. Mardani, dalam bukunya hukum keluarga Islam di Indonesia, Buku ini 
menjelaskan tentang pengertian perkawian, serta perkawinan dalam 
hukum,dalam agama hukum dan adat, akan tetapi buku ini tidak 
menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan akan tetapi buku ini banyak 
kaitannya dengan skripsi peneliti, sebaiknya buku ini detail lagi membahas 
tentang huku keluarga Islam di Indonesia agar lebih akurat . 
2. Zaenuddin Tika dan M. Ridwan Syam dalam bukunya silariang 
memaparkan gambaran dan beberapa defenisi tentang nilai-nilai kehidupan 
masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai seperti siri‟ dan 
kebiasaan masyarakat seperti tata cara perkawinan serta masalah yang 
kadang muncul dalam perkawinan, buku ini memang menjelaskan tentang 
gambaran tentang silariang akan tetapi peneliti tidak mengutip secara 
keseluruhan dari buku ini. 
3. Beni Ahmad Saebani, dalam bukunya fiqh munakahat, Buku ini 
memnjelaskan tentang tujuan pernikahan, jenis-jenis pernikahan, rukun 
pernikahan serta syarat- syarat pernikahan, dimana silariang (kawin lari) 
adalah bagian dari pernikahan, meskipun di dalam buku ini tidak 
menjelaskan secara langsung tentang silariang akan tetapi di sini dapat 
diberikan sedikit gambaran tentang silariang. 
4. Ragamsukudunia, adat perkawinan Sulawesi selatan, yakni tentang apa itu 
mappabotting, serta adat mappabotting di Sulawesi selatan , serta tata cara 
perkawinan adat bone yang di sebut mappabotting di tanah ogi, sebaiknya 
buku ini juga menjelaskan tentang sejarah terjadinya silariang. 
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5. Zainuddin Ali, Dalam bukunya Metode penelitian hukum, didalam buku 
ini menjelaskan tata cara dalam pembuatan skripsi, buku ini memang tidak 
secara langsung menjelaskan tentang pembuatan profosal skripsi akan 
tetapi sangat membantu penulis dalam menyelesaikan profosalskrifsinya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus 
silariang(kawin lari) di Desa Langi Kecamatan Bonto Cani Kabupaten 
Bone. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus 
Silariang(kawin lari) di Desa Langi Kecamatan Bonto Cani Kabupaten 
Bone. 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Dalam hasil Skripsi ini di harapkan dapat membantu untuk berkontribusi 
dalam penyelesaian masalah tentang kasus silariang(kawin lari) yang 
terjadi di Desa Langi Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone. 
b. Dalam hasil Skripsi ini dapat menjadi referensi atau penambahan 
wawasan dan menjadi solusi bagi Pemerintah setempat untuk mengambil 
keputusan untuk memberikan sanksi kepada pelaku silariang(kawin 
lari). 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pengertian perkawinan 
1. Pernikahan Secara Umum 
Arti pernikahan secara umum adalah hal yang memang harus dilakukan 
karena didalam kehidupan manusia sehari-hari selalu berhubungan dengan 
manusia yang lainnya dan ini memang suatu kodrat kalau manusia adalah mahluk 
sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sehingga dalam menjalin hubungan 
tersebut adalah terbentuknya suatu pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita.  
Pernikahan yang terjadi pada dua insan, pria dan wanita, memiliki makna yang 
sangat sakral dan suci namun sebagian dari manusia menganggap kalau 
pernikahan hanyalah sekedar enyatukan dua insan tapi padahal jika manusia lebih 
memahami arti pernikahan itu secara kompleks maka mereka akan selalu 
mendapatkan kebahagiaan hidup didalam rumah tangga yang akan mereka bina 
dan tentunya tidak akan terjadi perceraian jika manusia benar-benar memahami 
arti sebuah pernikahan. 
Didalam kehidupan, arti pernikahan memiliki makna yang umum dan luas serta 
kopleks yang terjadi pada setiap manusia dengan mengikuti aturan yang ada pada 
suatu daerah. Karena meski pada intinya merupakan cara untuk menyatukan dua 
insan dengan tujuan tertentu pada hakikatnya pernikahan merupakan salah satu 
kebiasaan atau upaca pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan 
oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan 
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secara adat, agama, dan hukum.1Sebagai dampak era globalisasi 
kejahatan korporasi yang paling menonjol ialah memainkan harga barang yang 
tidak sah, penipuan iklan, sepertio di bidang parmasi (obat-obatan) dan kejahatan 
lingkungan hidup serta kejahatan perbankan.2 
Berikut Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4:23 
 
                 
                  
                  
                       
                      
                        
      
 
Terjemahnya : 
 
“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 
saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara ayahmu yang perempuan, 
Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara 
perempuanmusesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari 
isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu 
                                                             
1Http://Konseppernikahan.Blogspot.co.id/2015/06/Arti-Pernikahan-Secara-Umum-dan. 
Html?=1  
2Muliadi dan DwidjaPriyanto. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(Jakarta: 
Pranadamedia Group, 2012), h.5. 
13 
 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu),(diharamkan) mengumpulkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada 
masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”3 
 
Perkawinan adalah ikatansosial atau ikatan perjanjian hukumagar pribadi 
yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam 
budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadiyang biasanya intim 
dan seksual.Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara 
pernikahan.Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk 
keluarga. 
Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan 
tujuannya bisa berbeda –beda juga tapi umumnya perkawinan itu esklusif dan 
mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap pelanggaran 
terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk 
membentuk keluarga dan umumnya perkawinan harus diresmikan dengan 
pernikahan.4 
Bentuk-bentuk perkawinan adalah sebagai berikut: 
1. Perkawinan ideal 
Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melestarikan harta 
pustaka.Untuk itu perlu ada langkah –langkah yang berjanggapanjang.Salah 
satunya dengan melakukan perkawinan antar keluarga terdekat. 
 
 
                                                             
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 81.  
 
4Https://id.m.Wikipedia.org/wiki/ Perkawinan  
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2. Perkawinan consanguinal 
Selain untuk membina rumah tyangga, perkawinan juga 
merupakanurusan dua kaum keluarga, kaum yang dimaksud adalah suatu 
kelompok anggota keturunan unilateral dari suatu ibu.5 
Sistem perkawian masyarakat bugis: 
System perkawianan dalam suku bugis bersifat sangat terbatas, 
khususnya bagi kaum perempuan dari kalangan bangsawan, perempuan dari kaum 
bangsawan dianggap tercela apabila seorang perempuan bangsawan menikah 
dengan laki-laki dari lapisan sosial yang sangat rendah, sedangkan laki-laki 
diperbolehkan menikahi gadis-gadis dari lapisan sosial yang lebih rendah akan 
tetapi lapisan sosialnya pun menurun mengikuti derajat calon istrinya. 
Seseorang akan lebih baik mencari pasangan hidupnya dari kalangan 
mereka sendirikhususnya dari kalangan yang memiliki status sosial yang sama. 
Secara umum biasanya masyarakat suku bugis mencari jodoh dari 
kalanganmasyarakatnyasendiri.Dalam suku bugis memiliki beberapa kriteria 
perkawinan yang dianggap cukup ideal bagimereka. 
1. Antara saudara sepupu derajat ke satu baik dari pihak ayah maupun ibu. 
2. Antara saudara sepupu derajat ke dua baik dari pihak ayah maupun ibu. 
3. Menurut Antara saudara sepupu derajat ke tiga baik dari pihak ayah 
maupun ibu.6 
 
                                                             
5Yaswirman, Hukum Keluarga(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2013), h.135. 
6Ahad Faidi, Suku Makassar (Makassar: Penjaga Kejayaan Imperium, 2014), h.51-52. 
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1. Definisi perkawinan menurut para ahli : 
a. thalib (1980) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, 
kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan untuk membentu keluarga yang kekal, santun menyantuni, 
kasih mengasihi, tentram dan bahagia. 
b. Dunvall dan miller (dalam hasanah, 2012) mendefinisikan pernikahan 
sebagai hubungan antara pria dan wanita yang telah diakui dalam masyarakat 
yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, 
dan saling melengkapi kekurangan serta mengetahui tugas masing-masing sebagai 
suami dan istri. 
c. Ahmad (2007) dan heriyanti(2002) mendefinisikan pernikahan sebagai 
ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan kedua belah pihak 
yang mencakup hubungan dengan masyarakat di lingkungan dimana terdapat 
norma-norma yang mengikat untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah 
pihak.7 
Agar suatu perkawinan sah secara hokum sehingga dapat mempunyai 
akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan 
memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan diantaranya sebagai berikut: 
1. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada 
prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan pernikahan jika agama 
dan kepercayaan yang dianutnya melarang bperkawinan tersebut. 
                                                             
7http://www.Seputarpembahasan.com/2016/06/Pengertian-Pernikahan-Menurut-Para-
Ahli.Html?m=1  
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2. Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing 
calon mempelai. 
3. Perkawinan bias dilakukan setelah calon kedua mempelai menjadi dewasa. 
4. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak yang melangsungkan 
pernikahan belum berumur 21 tahun maka haruslah mendapat izin dari 
kedua orang tua. 
5. Satu laki-laki hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan satu 
perempuan saja, kecuali memenuhi syarat. 
6. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita. 
7. Wanita yang perkawinannya sudah putus maka dia tidak boleh menikah 
lagi sebelum berlalunya masa gtunggunya( masa iddah). 
8. Perkawinan tidak bias dilangsungkan dengan pihak-pihak yang dilarang 
oleh undang-undang.8 
B. Pengertian perkawinan silariang 
Kata silariang berasal dari bahasa bugis yang mempunyai makna sama-
sama lari, umumnya oleh masyarakat bugi Bone. Secara bahasa, kata dasar dari 
kata silariang adalah lariang ,mrnggunakan awalan “si” yang mempunyai makna 
bersama  dan „lariang” yang artinya membawa lari. Jadi secara bahasa silariang 
adalah samsa- sama lari, dalam artian memiliki kesepakatan untuk pergi 
bersama.Silariang adalah perbuatan lari bersama untuk melakukan perkawinan 
atas persetujuan si Gadis.9Siariang adalah suatu perkawinan yang diakukan 
                                                             
8MunirFuadi, Konsep Hukum Perdata( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.13. 
9HimanHadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 
2003), h.189-190. 
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setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/ perempuan lari lari bersama-sama atas 
kehendak sendiri.10 
Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang 
dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan karna tidak direstui oleh 
kedua orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan 
maupun pihak mempelai laki-laki.Perkawinan ini jika dilakukan mengikuti rukun 
dan syarat-syaratnya dengan benar, hukumnya sah.Kawin lari tidak berbeda 
dengan kawin sirri. Hanya saja dalam kawin lari, kedua belah pihak meminta restu 
kepada orang tua masing-masing .biasanya, wali dalam perkawinan adalah orang 
yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.11Siri 
adalah harga mati manusia bugis ini adalah hal yang sangat prinsip bagi suku 
bugis.Adanya tindakan tertentu menjadi konsekwensi dari keteguhan memegang 
harkat martabat atau prinsip hidup mereka.Itulah konsekwensi dari nilai yang 
dipegang secara teguh.12 
Proses perkawian yang mengandung dampak rasa malu dan taruhanhaega 
diri adalah proses perkawinan yang terjadi karna (hamil sebelum menikah). 
Keadaan demikian ini dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu : kawin secara 
adat atau annyala. Kawin secara adat terlaksana apabila kehamilan 
siperempuanbelum tersebar, baru diketahui ibu dan kerabat ibu yang terdekat 
sehingga mereka ini secara rahasia (tidak diketahui oleh tu-masirik perempuan 
                                                             
10Natsir Said, SilariangSiri’ Orang Makassar(Makassar : Pustaka refeksi, 2005), h.3.  
11Beni Ahmad Sabani, FiqhMunakahat(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.84. 
12JumaDarmapoetra, Suku Bugis( Makassar: Ikatan Penerbit Indonesia, 2014), h.113. 
18 
 
yang hamil) mengghubungi keluarga tu-mappasirik agar dalam waktu yang 
singkat perkawinan dapat dilangsungkan melalui prosedur yang biasa. 
Bilamana perkawinan adat tidak terlaksana, maka terjadilah prosedur 
yang sama dengan annyala, dimana keadaan perepuan telah menyedihkan karna 
silelaki tidak bertanggung jawab /menghilang .perempuan yang berlindung kepada 
imam atau dikahkan dengan seorang lelaki yang niatnya darurat. Lelaki yang 
menikahi seorang perempuan karna terlebih dahulu hamil yang sebelunya tidak 
ada hubungan disebut kawin patongko siri (kawin penutup malu) siperempuan 
yang bernasib sial ini oleh orang tuanya /kerabatnya. 
Dalam pandangan adat anak yang dilahirkan kelak disebut anak haram 
jadah.Anak ini bila hidup sampai dewasa sangat sulit kedudukannya dalam 
masyarakat karna seolah-olah dialah yang harus menanggung segara kesalahan 
dan dosa-dosa orang tuanya.Hal ini berbeda dengan pandangan agama, bahwa 
sianak tidaklah berdosasama sekali, tidak pula mewarisi dosa orang tuanya, setiap 
anak terlahir dalam keadaan suci, orang tualah sendiri yang menanggung dosa 
yang diperbuatnya. Dalam pandangan adat ada tiga macam annyala 
(kebersalahandala perkawinan), yaitu: 
1. Silariang (sama –sama lari) 
Yang dimaksud dengan silariang adalah dua orang yang saling mencintai 
sama-sama lari dari keluarganya.Pada masyarakat bugis merupakan hal yang tidak 
direstui bahkan menjadi aib dalam masyarakat. Terjadinya kawin lari biasanya 
dikarenakan uang belanja perkawinan (mas kawin/sunrang) yang ditentukan oleh 
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pihak keluarga si gadis terlampau tinggi, bisa juga terjadi karna keluarga si gadis 
tidak menyetujui pihak keluarga si laki-laki baik calon menantunya maupun calon 
besannnya 
2. Nilariang (dibawa lari) 
Nilariang adalah proses annyala dimana si gadis dilarikan oleh si 
pemuda atau oleh si pemuda dan keluarganya. Karena namanya nilariang, maka 
faktanyadilapangan bisa beragam.Bisa saja perbuatan si pemuda melarikan anak 
gadisnya orang tanpa sepengetahuan orang tuanya, bisa juga terjadi orang tua dan 
keluarga si pemuda tidak merestui tindakan anaknya melarikan anak gadis orang. 
3. Erangkale (melarikan diri) 
Proses annyala ini pada umumnya dimaknai sebagai tindakan si gadis 
lari dari keluarganya dan kerabatnya untuk menemui si pemuda, dan selanjutnya 
kawin di suatu tempat yang tidak diketahui oleh kedua keluarga kecuali oleh 
mereka berdua. Tapi, peneliti memaknainya proses janjian. Faktanya di lapangan 
bisa kedua-duanya sama-sama lari dari keluarganya secara sendiri-sendiri dan 
pada selanjutnya bertemu di suatu tempat.13 
Kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu didasarkan pada sebuah 
keyakinan dan kepercayaan bahwa mempertahankan harkat dan martabat diri dan 
bangsa adalah kewajiban.Hal ini sangat penting agar tercipta sebuah tatanan 
system nilai inheran dalam diri manusia. 
Berikut beberapa pendapat para pakar tentang pengertian silariang atau kawin lari: 
                                                             
13Https://Madidi75.Wordpress.com /2010/05/27/Mnnyala-dan-Proses-Abbajik/  
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1. Dr.T.H.Chabot mengatakan bahwa perkawinan silariang adalah apabila 
perempuan dan laki-laki sepakat lari bersama –sama. 
2. Bertlin mengatakan perkawinan silariang adalah apabila perempuan 
dengan laki-laki lari atas kehendak kedua belah pihak. 
3. Mr.MochNasir Said mengatakan silariang adalah perkawinan yang 
dilangsungkan setelah laki-laki dan perempuan lari bersama-sama atas 
kehendak sendiri-sendiri.14 
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Silariang Dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan Hukum Islam 
1. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Silariang Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana 
Secara teoretis terdapat beberapa jenis tindak pidana salah satunya 
adalah tindak pidanaaktif/ delik komisi dan tidak pida pasif /delik omisi delik 
komisi adalah perbuatan berupa langgaran terhadap larangan berbuat sesuatu yang 
dilarang.Misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Pasal 362 
KUHP melarang bagi seseorang yang engambil barang kepunyaan orang lain 
seluruh atau sebagian dengsan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.15 
Dalam pembahasan ini, peneliti menghususkan pembahasan pada sanksi 
pidana terhadap silariang bagi gadis yang berada dibawah umur, masih tergolong 
belum dewasa atau masih tergolong anak-anak.Disebutkan kitab dalam undang-
undang hukum perdata, dalam buku pertama tentang orang, Bab XV, 
kebelumdewasaan dan perwalian, bagan 1 (satu) kebelumdewasaan, pasal 330 : 
                                                             
14
 Http://www.Gurusejarah.com/2013/05/Silariang-Pada-Suku-Makassar.Html?m=1 
15Mahrus Ali, Asas-Asas HukumPidana(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.56. 
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“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 
tahun dan tidak kawin sebelumnya”. 
Usia untuk menikah dalam agama tidak di tentukan, yang  jelas bagi calon 
pengantin sudah siap untuk melakukan pernikahan. Dalam hukum positif juga 
tidak di tentikan untuk menikah .yang penting merekansukasama suka dan siap 
untuk melakukan pernikahan. 
Hal tersebut di  sebutkan dalam kitab undang-undang hukum pidana 
buku ke 2 tentang kejahatan, bab XVIII kejahatan terhadap kemerdekaan orang 
pasal 332 ayat 1, poin 1 dan 2, yakni : 
Bersalah karena melarikan wanita : 
a. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi 
seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa di kehendaki orang tuanya 
atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk 
memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di 
luar  pernikahan. 
b. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, barang siapa membawa pergi 
seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan 
dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, 
baik di dalam maupun di luar perkawinan.16 
Pada ayat 1 pasal 332 tersebut di atas, bagian intideliknya : 
1. Membawa pergi perempuan di bawa umur. 
2. Tanpa izin orang tua atau walinya. 
                                                             
16SoenartoSoerodibroto, Kuhp dan Kuhap (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1991), 
h.204. 
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3. Dengan kemauan perempuan itu sendiri. 
4. Dengan menguasai atau memiliki perempuan tersebut, baik dengan 
perkawinan maupun di luar perkawinan. 
5. Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman 
kekerasan. 
Dalam undang-undang tersebut di atas, di katakana bahwa pelaku yang 
membawa lari perempuan yang masih di bawah umur meskipun dengan 
persetujuan perempuan itu tanpa diketahui orang tua atau walinya, dalam artian 
melakukan silarian, maka akan di kenakan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun 
penjara, selanjutnya jika laki-laki itu melakukan hal tersebut dengan menipu 
perempuan, dalam arian mengajak untuk jalan-jalan tetapi ketika berada di tengah 
jalan laki-laki membawa kerumah imam kemudian mengajaknya menikah dan 
atau dengan memaksa, mengancam, dan melakukan kekerasan untuk mengajak 
silarian, maka sesuaai dengan undang-undang diatas, akan di pidana penjara 9 
(sembilan) tahun. 
2.Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Silariang Dalam Pandangan 
Hukum Islam 
Pandangan islam terhadap perkawinan silariang (tanpa sepengetahuan 
ayah kandungnya) dan pernikahan tersebut dilaksanakan melalui seorang wali 
hakim yang diangkat sesaat sebelum akad nikah, seorang jumhur ulama 
berpendapat bahwa: permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan nikah 
syubhat .karena pernikahan dengan seorang wanita tanpa persetujuan walinya 
merupakan pernikahan yang batil (tidak sah) menurut jumhur ulama. Dan jika 
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dikerjakan oleh seseorang karena jahil/ tidak tahu akan hukumnya maka jadilah 
pernikahan ini termasuk pernikahan syubhat.Pernikahansyubhat adalah 
pernikahan tanpa wali. Meskipun pernikahan ini masih 
diperselisihkanakankebolehannya, akan tetapi menurut jumhur ulama pernikahan 
tersebut tidak sah. 
Berikut contoh nikah syubhat diantaranya: 
1. Ia menikahi wanita tanpa wali, karena menyangka bahwa hal itu 
diperbolehkan (yaitu nikah syubhat menurut jumhur ulama yang 
mempersyaratkan izin wali). 
2. Ia menikahi seorang wanita yang ternyata masih berstatus istri orang lain, 
hanya saja ia tidak tahu dan menyangka bahwa wanita tersebut telah 
diceraikan. 
3. Ia menikahi wanita yang masih di dalam masa iddahnya. 
Hukum- hukum yang berkaitan dengan nikah syubhat: 
1. Pernikahan yang disepakati akanbatinya, seperti menikahi wanita di masa 
iddahnya, atau menikahi wanita sebagai istri yang kelima, atau menikahi 
saudara sesusuan, maka jika dilakukan oleh kedua belah pihak (lelaki dan 
wanita) tanpa mengetahui hukumnya maka itu adalah nikah syubhat 
menurut kesepakatan ulama. 
2. Pernikahan yang diperselisihkan, seperti pernikahan tanpa wali wanita, 
menurut sebagian mazhab yang lain pernikahan tersebut batil. Maka 
pernikahan ini menurut madzhab yang lain adalah pernikahan syubhat. 
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3. Jika kedua belah pihak melakukan pernikahan syubhat tanpa mengetahui 
hukumnya maka keduanya tidak berdosa karena kejahilan, akan tetapi 
pernikahan tersebut harus segera dibatalkan (dipisahkan keduanya).17 
Pelaku zina ada yang berstatus sudah menikah ada pula yang belum menikah 
keduanta memiliki hukuman yang berbeda. Hukuman bagi pelaku zina yang sudah 
munikah (muhsan) dihukum rajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Hukuman 
ini berdasarkan Al-Quran dan hadits mutawatir dan ijma  kaum muslimin. Meski 
demikian, hukuman raja mini masih saja diingkari oleh orang-orang khwarij dan 
sebagian cendekiawan modern padahal mereka tidak memiliki hujjah dan hanya 
mengikuti nafsu serta nekat menyelisihi dalil –dalil syar‟i dan ijma kaum muslimi. 
 Pelaku zina yang belum menikah hukumanya adalah di cambuk sebanyak 
seratus kali ini adalah kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah 
subhanahu wa ta‟ala dalam Q.S. An-Nuur/24:2 
                             
                          
         
Terjemahnya: 
 perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.18 
 
                                                             
17
 https:// www.google.co.id/url?sa=t&source=j&uri=  
18 Kementrian Agama RI, Al-Quran terjemah dan tajwid (Cet. 11; Jawa Barat: Sygma, 
2014), h.351. 
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D. Sanksi Hukum Perkawinan Silariang Di Desa Langi Kecamatan Bonto Cani 
Kabupaten Bone 
Pada umumnya huku adat merupakan huku asli Indonesia, kata adat 
sendiri berasal dari bahasa arabYng berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru 
dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis 
akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Huku adat merupakan bentuk 
dari adat yang memiliki akibat hukum.Huku adat berbeda dengan hukum tertulis 
ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang 
melakuksanpelanggaran.Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian 
moral dan material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat pada 
pelanggar menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.19 
Pengertian hukum adat mencerminkan bahwa hukum adat tidak lepas 
dari masyarakat sebagai bagian dasar terbentuknya hukum tersebut.Kata hukum 
sendiri adalah hasil terjemahan dari kata adat recht.Adatrecht digunakan untuk 
menggabarkansocial controlatau system pengendali sosial yang hidup di 
masyarakat.20 
Si gadis dan pasangan kawin larinya, kemudian akan dianngap sebagai 
tumateattalasa (orang mati yang masih hidup) mereka telah dianggap mati dan 
tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum mabbajik atau dating 
                                                             
19Bushar Muhammad. Asas-Asas Hukum Adat(Jakarta:  PT. Pradnya Paramita,2006), 
h.19.  
20HilmanHadikusuma. Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti (Bandung: Mandar maju, 
2009), h.6. 
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memperbaiki hubungan silariang.Bagi keluarga lingkar dalam si gadis sebuah 
kewajiban diletakkan pada pundak mereka, khususnya pada kaum 
lelaki.Kewajiban untuk menegakkan harga diri keluarga sehingga dimanapun dan 
kapanpun mereka melihat si lelaki pasangan silariang itu maka wajib bagi mereka 
untuk melukainya dengan sebuah badik .ini adalah harga mati untuk menegakkan 
harga diri keluarga. 
Pengecualian diberikan apabila pasangan tersebut lari kedalam 
pekarangan rumah iman kampung, pasanghan tersebut aman disana, karena ada 
aturan yang yang mengatakan kalau mereka tak boleh di ganggu ketika berada 
dalam perlindungan imam kampung. Imam juga akan jadi perantara ketika 
pasangan silariang akan kembali kekeluarganya secara baik-baik atau di sebut 
ma‟baji.Selepas acara ma‟baji maka lepas juga annyala yang selama ini tercetak di 
jidat pasangan kawin lari tersebut.Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya 
dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga di anggap telah di 
tegakkan.Lepas pula kewajiban kaum lelaki dari keluarga besar sigadis untuk 
meneteskan dara si lelaki yang telah membawa lari anak gadis mereka. 
Hukum adat atas pelaku silarian masih tetap sama, meski memang tidak 
semua kaum lelaki dari keluarga sigadis di bebankan kewajiban untuk 
menghukum pelakunya dengan badik. Setidanya lelaki dari keluarga sigadis yang 
sudah di permalukan sudah berpikir panjang untuk mengambil langkah melukai 
pasangan silariangtersebut.Meski zaman sekarang hukum adat ataupun sangsi 
sosial terhadap pelaku kawin lari di masyarakat suku bugis telah mengalami 
degradasi, tapi tetap sajasilariang menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan 
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yang tidak berbolehrestu.Jadi, memang jauh lebih nyaman apabila menikah 
dengan restu keluarga tentu lebih nyaman daripada harus silariang. 
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BAB  III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian. 
 
1. Jenis penelitian 
Adapun jenis dari penelitian ini adalah  penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif merupakan metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan 
sampel.1 Selain itu, penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian 
atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari 
mengumpulkan informasi,terutama individu, dalam menggunakan wawancara 
secara mendalam dan grup. Selain itu pendekatan metode kualitatif artinya data 
yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal 
dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan 
dokumen resmi lainnya.Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini 
adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, 
rinci dan tuntas.Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam 
penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori 
yang berlaku dengan menggunakkan metode diskriptif. 
 
 
                                                             
1Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.105. 
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1. Lokasi penelitian 
Adapun lokasi penelitian adalah terkhusus di Desa Langi Kecamatan 
Bonto Cani Kabupaten  karena melihat begitu banyaknya kasus silariang yang 
terjadi. 
B. Pendekatan penelitian 
Teknik pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 
1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara 
menyoroti masalah dari sudut pandang normatif atau peraturan-peraturan 
yang berlaku. 
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara 
menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku,yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 
dalam betuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dokontruksikan makna dalam suatu topic 
tertentu.1 
2. Observasi 
Observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan panca indra.2 
3. Dokumentasi  
Dokumetasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 
sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, 
undang-undang, dan sebagainya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan 
untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 
permasalahan penelitian.Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang 
menggunakan suatu metode. 
a. Peneliti 
b. Pedoman wawancara 
c. Alat perekam/Handphone/Kamera 
                                                             
1Esterberg, Metodologi Penelitian Kualitatip dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara, 
2002), h.97. 
2Sutrisno Hadi, Metodologi  Penelitian(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h.172. 
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d. Alat Tulis 
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis  Data 
1. Teknik pengelolaan data 
a. Klarifikasi data ( memilah-milih data ) 
Klarifikasi merupakan kata serapan dari bahasa belanda, Classificatie, 
yang sendirinya berasal dari bahasa prancis Classification.Istilah ini menunjukan 
kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut 
beberapa aturan atau kaidah yang telah diterapkan. 
b. Reduksi data ( Mengurai data )  
Reduksi data adalah dalam analisis data penelitian kualitatif menurt 
Miles dan Huberman (1992) sebagaimanaa diartikan sebagai proses pemilihan, 
pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  
c. Editing data ( mengedit data yang salah  )  
Editing data  disebut juga tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti 
memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan 
dapaat diolah dengan baik. 
  2. Teknik Analisis data  
Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 
terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penullis 
untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.3 
 
                                                             
3Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum  (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.225. 
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G. Pengujian Keabsahan Data Dalam Penelitian 
Meliputi uji Credibility (Validasi Internal), transferability (Validasi 
external),dependability (reabilitas) dan confirmability (obyektifitas). 
1. Perpanjangan pengamatan  
Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali ke 
lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dari sumber data yang perna di 
temui maupun yang baru. 
2. Mengunakan bahan referensi 
 Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 
3. Mengadakan membecheck 
Member check adalah proses mengecek data yang diperoleh peneliti kepada 
pemberi data. Tujuan memberi check adalah mengetahui seberapa jauh data yang 
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
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BAB IV 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Iklim Dan Kondisi Geografis Kabupaten Bone 
Kabupan Bone merupakan salah –satu kabupaten yang terletak di pesisir 
timur provinsi Sulawesi selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. 
Luas wilayahnya sekitar 4.559 km atau 9,78%dari luas provinsi Sulawesi selatan 
wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 Kecamatan dan 372 desa/kelurahan. 
Ibu kota Kabupaten Bone Adalah Watampone.1 
Secara astronomis terletak pada posisi 4o13’ – 5o6’ Lintang selatan dan 
antara 119o42’-120o30’ Bujur timur. Letaknya yang dekat garis khatulistiwa 
menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis Sepanjang tahun 2014, kelembapan 
udara berkisar antara 77-86 persen dengan suhuudara 24,4oc-27,6oc.  
Tabel.1 Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Bone2 
Sebelah Barat Kabupaten Wajo / Kabupaten 
Soppeng 
Sebelah Timur Teluk Bone 
Sebelah Selatan Kabupaten Sinjai Dan Gowa 
 
                                                         
1
  https://Bone.go.id/3013/04/26/geografi-dan-iklim. 
2
 http://allaboutbone.blogspot.com/2011/09/geografis-kabupaten-bone.html?m=1 
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Sebelah Utara Kabupaten Maros, Pangkep dan 
Barru 
 
 Wilayah kabupaten Bane terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah 
kabupaten Bone bagian selatan dan Wilayah kabupaten Bone bagian Barat. 
Kabupaten Bone Terdiri dari27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan , 27 
kecamatantersebutadalahAjangale, amali, Awangpone, Barebbo, Bengo, 
Bontocani, Cenrana, Cina, DuaBoccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, 
Libureng, Mare, Palakka, Patimpeng, Ponre, Salomekko, Sibulue, TaneteRiattang, 
TaneteRiattang Barat, TaneteRiattangTimur,TelluLimpoe, TelluSiatinge, Tonra, 
Ulaweng. 
Tabel.2 Kecamatan di Kabupaten Bone1 
No Nama Kecamatan 
1 Ajangale 
2 Amali 
3 Awangpone 
4 Barebbo 
5 Bengo 
                                                             
1https://bone.go.id/2016/04/25/daftar-kecamatan-di-kabupaten-bone/  
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6 Bontocani 
7 Cenrana 
8 Cina 
9 DuaBoccoe 
10 Kahu 
11 Kajuara 
12 Lamuru 
13 Lappa Riaja 
14 Libureng 
15 Mare 
16 Palakka 
17 Patimpeng 
18 Ponre 
19 SaloMekko 
20 Sibulue 
21 TaneteRiattang 
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22 TaneteRiattang Barat 
23 TaneteRiattangtimur 
24 TelluLimpoe 
25 TelluSiatinge 
26 Tonra 
27 Ulaweng 
 
Tabel.3 Banyaknya Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Bone, 20152 
No Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah 
Total 
1 Bontocani 10 1 11 
2 Kahu 19 1 20 
3 Kajuara 17 1 18 
4 Salomekko 7 1 8 
5 Tonra 11 - 11 
                                                             
2
 https://bonekab.bps.go.id/statictable/2016/09/02/16/jumlah-desa-kelurahan-menurut-
kecamatan-di-kabupaten-bone-2015-html 
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6 Patimpeng 10 - 10 
7 Libureng 18 2 20 
8 Mare 17 1 18 
9 Sibulue 19 1 20 
10 Cina 11 1 12 
11 Brebbo 17 1 18 
12 Ponre 9 - 9 
13 LappaRiaja 9 - 9 
14 Lamuru 11 1 12 
15 Tellu Limpoe 11 - 11 
16 Bengo 9 - 9 
17 Ulaweng 14 1 15 
18 Palakka 15 - 15 
19 Awang Pone 17 1 18 
20 Tellu Siatinge 15 2 17 
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21 Amali 14 1 15 
22 Ajang Ale 12 2 14 
23 Dua Boccoe 21 1 22 
24 Cenrana 15 1 16 
25 Tanete Riattang Barat - 8 8 
26 Tanete Riattang - 8 8 
27 Tanete Riattang Timur - 8 8 
 
Tabel.4 Luas Daerah dan Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone 
2015 3 
 Kecamatan Ibu kota 
kecamatan 
Luas  (Km2) Tinggi (m) 
010 Bontocani Kahu 463,35 538 
020 Kahu Palattae 189,50 174 
030 Kajuara Bojo 124,13 20 
                                                             
3https://bonekab.bgs.go,id/statictable/2016/09/02/11/luas-tinggi-wilayah-menurut-
kecamatan-bone-2015.html  
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040 Salomekko Manera 84,91 27 
050 Tonra Bulu-bulu 200,32 17 
060 Patimpeng Latobang 130,47 189 
070 Libureng Camming 344,25 116 
080 Mare Kadai 263,50 10 
090 Sibulue Pattirobajo 155,80 13 
100 Cina Taneteharapan 147,50 42 
110 Barebbo Apala 114,20 40 
120 Ponre Lonrong 293,00 300 
130 Lappariaja Matango 138,00 110 
140 Lamuru Lalebata 208,00 126 
141 Tellulimpoe Tujue 318,10 400 
150 Bengo Bengo 164,00 154 
160 Ulaweng Taccipi 161,67 167 
170 Palakka Passippo 115,32 114 
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180 Awangpone Componge 110,70 40 
190 Tellusiattinge Tokaseng 159,30 40 
200 Amali Taretta 119,13 137 
210 Ajangale Pompanua 139,00 27 
220 Duaboccoe Uloe 144,90 36 
230 Cenrana Ujung tanah 143,60 7 
710 Taneteriattang 
barat 
Macanang 53,68 41 
720 Taneteriattang Salekoa 23,79 23 
730 Taneteriattang 
timur 
Lonrae 48,88 9 
Tabel.5 Nama-nama Sungai Yang Terdapat di Kabupaten Bone4 
No Nama 
Sungai 
Hulu/Sumber Muara Manfaat Daerah 
Yang 
Dilalui 
1 Cenrana Danau Tempe Pallime Perikanan Wajo-
Bone 
                                                             
4http://boneinvestasi.blogspot.com/2013/06/sungai-yang-terdapat-di-kabupaten-bone-
html?m=1  
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2 Walennae Bontocani Teluk Bone Perikanan Bone-
Soppeng 
3 Palakka Kec. Ponre Danau Tempe Pertanian Bone 
4 Pattiro Kec. Ponre Teluk Bone Pertanian Bone 
5 Jaling Kec. Ponre Teluk Bone Pertanian Bone 
6 Unyi Kec. Ponre Danau Tempe Pertanian Bone 
7 Maradda Bontocani Sungai Cenrana Pertanian Bone 
8 Lerang Kec. Ponre Sungai Cenrana Pertanian Bone 
9 Pallengoreng Wollangi Teluk Bone Pertanian Bone 
10 Bengo Kec. Ponre Teluk Bone Pertanian Bone 
11 Mallinrung Kec. Ponre Sungai Walennae Pertanian Bone 
12 Dekko Kec. Ponre SuungaiWalennae Pertanian Bone 
13 Melle Kec. Ponre Teluk Bone Pertanian Bone 
14 LekoBallo Libureng Sungai Walennae Pertanian Bone 
15 CoppoBulu Kec. Ponre Sungai Walennae Pertanian Bone 
16 TaneteBuang Kec. Ponre Teluk Bone Pertanian Bone 
17 Mico Kec. Ponre Teluk Bone Pertanian Bone 
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18 Paccing Kec. Palakka Teluk Bone Pertanian Bone 
19 Corowali Kec. Barebbo Teluk Bone Pertanian Bone 
      
Pendidikan adalah satu indikator yang  digunakan untuk melihat 
keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta penduduk yang buta huruf 
menunjukkan keberhasilan program pendidikan, begitu pula sebaliknya. Pada 
tahun 2015 peringkat mutu pendidikan untuk SMA/MA dan SMK K abupaten 
Bone berdasarkanhasil ujian Nasional(UN) 2015 mengalami peningkatan 
signifikan. Kualitas pendidikan di kabupaten bone naik dari urutan ke 13 ke 
urutan ke 4 tingkat provinsi.5 
Kemampuan membaca dan menulis atau baca tulis merupakan 
keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai 
kesejahteraannya. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf 
penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan 
huruf lainnya. Untuk kabupaten bone, pada tahun 2012 menunjukkan penduduk 
usia 10 tahun keatas yang melek huruf sekitar 97,7 % 
Menurut dinas pendidikan nasional dan kementrian agama kabupaten bone 
pada tahun2015 terdapat 474 TK, 669 SD, 88 Madrasah ibtidiyah, 122 SMP, 87 
madrasah tsanawiyah, 37 SMA, 24 SMK, dan 40 madrasah aliyah.6 
                                                             
5http://rakyatsulsel.com/pendidikan-sma-di-bone-naik-ke-peringkat-4-sulsel.html 
6https://bone.go.id/2013/04/25/agama-adat-budaya-pendidikan-dan-kesehatan-di-
kabupaten-bone/  
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Kesehatan persalinan oleh dokter, bidan atau tenaga medis lain relatif lebih 
aman di bandingkan oleh dukun atau tenaga non medislainya .namun begitu 
banyak masyarakat lebih memilih melahirkan di rumah dari pada kepuskesmas 
berdasarkan data yang diperoleh seorang ibu yang melahirkan di rumah dengan 
bantuan dukun akan dikenakan sanksi sebanyak 700.000 oleh petugas 
puskesmas.7 
Pada tahun 2017 terdapat 4 rumah sakit di kabupaten bone kemudian juga 
terdapat 38 puskesmas, 942 posyandu, 13 klinik, dan 156 polindes yang terbesar 
di seluruh kabupaten Bone. 
Agama jumlah calon jamaah haji kabupaten bone, sulsel,yang tergabung 
dalam dua kelompok terbang (kloter)  dijadwalkan berangkat pada akhir bulan 
agustus 2017,  yakni kloter satu berjumlah 450 JCH dan kloter dua berjumlah 312, 
jumlah calon jamaah haji di tahun 2017  sebanyak 761. Dibandingkan tahun 2016 
lalu jumlah- jumlah itu terbilang meningkat, tahun 2016 lalu jumlah calon jamaah 
haji yang diberangkatkan sebanyak 599.8 
Desa langi terdiri dari lima dusun yaitu, dusun langi, dusun batulappa, dusun 
kalukue, dusun pake, dusun soppo. 
 
 
 
                                                             
7https://regional.kompas.com/read/2016/05///19/08000001/melahirkan.di.rumah.dengan.b
antuan.dukun.ibu.ini.kena.denda.Rp.700.000  
8https://www.google.co.id/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2017/07/27/ini-jadwal-
pemberangkatan-jamaah-calon-haji-bone-2017?espv=1  
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1. Keadaan Desa Langi 
a. Struktur Pemerintahan 
Dari aspek pemerintahan, Desa langi dipimpin oleh seorang kepala desa 
dan dibantu oleh sekertaris dan beberapa bawahan yang memiliki tugas masing-
masing antara lain membawahi bidang kesejahtraan, bidang pemerintahan, dan 
bidang pelayanan. Tak hanya itu, kinerja pemerintahan juga didukung oleh 
beberapa perangkat desa yang terdiri dari staf dan kepala dusun yang masing-
masing bertanggung jawab untuk memimpin satu dusun di desa ini. 
Kinerja kepala desa dan bawahannya akan diawasi dan dikontrol oleh sebuah 
badan yang disebut dengan istilah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang 
diketahui oleh tokoh masyarakat yang diangkat berdasarkan surat keputusan 
pemerintah setempat dalam hal ini surat keputusandariBupatiKabuaten Bone. 
Tugas utaman dari BPD adalah sebagai badan pengontrol dan pengawas 
tugas-tugas kepala desa dan jajarannya. BPD berwenang untuk menilai bagaimna 
kinerja dari aparat desa.Tak hanya itu, selaku badan permusyawaratan, badan ini 
juga mempunyai tanggung jawab untuk menampung dan memfasilitasi aspirasi 
masyarakat terkait kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh apara tdesa setempat. 
Namun perlu dipahami bersama bahwa BPD tidak memiliki wewenang untuk 
memberhentikan atau menonaktifkan aparat desa yang telah terpilih. 
Selain BPD, dikenal pula adanya lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
yang disingkat LPM/Lembaga Adat, Lembaga ini bertugas untuk mewadahi 
segala ursan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan administrasi 
pemerintahan. Dan ada juga lembaga lain yang dikenal dengan Badan Kerja Sama 
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antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM), BKAD merupakan 
badan yang dibentuk untuk mengelola kegiatan/pembangunan antar wilayah desa 
(bisa antar desa-desa dalam wilayah satu kecamatan atau antar wilayah beberapa 
kecamatan). BUM desa, badan ini hadir sebagai upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kontribusinya dalam menyidiakan 
pelayanan sosial. Artinya BUM desa, tidak hanya berbicara soal bisnis, tetapi juga 
mempertimbangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat di DesaLangi 
Sistem pemerintahan membagiwilayahDesalangi yang menjaditujuh dusun yang 
masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun.DesaLangi juga dilengkapi 
dengan beberapa faktor pendukung yang menunjang kinerja pemerintahan antara 
lain sarana dan prasarana fisik desa, organisasi dan kelembagaan desa maupun 
personel pemerintahan desa, antara lain berupa kantor desa, LPM/Lembaga Adat, 
BKAD, BUM, MajelisTaklim, danPengurus Masjid. Beberapa hal tersebut 
berperan sebagai alat pendukung demi mencapai stabilitas pemerintahan dan 
kesejahteraan masyarakat secara umum di desa tersebut. 
b. Kependudukan 
Jumlah penduduk desa langi sebanyak 1.128 jiwa yang terdiri dari 524 jiwa laki-
laki dan 604 jiwa perempuan. 
 c. Kondisi Sosial 
Jumlah sarana Pendidikan sebanyak 7 fasilitas pendidikan yaitu 5 TK, 5 
SD, tidak ada SMA, 1 SMP.Sedangkan untuk sarana olahraga sebanyak 2 buah 
lapangan yaitu lapangan sepak bola.Karena  penduduk desa langi 100% beragama 
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Islam, sehingga terdapat 5 buah Masjid dan 1 mushollah.Jumlah sarana Kesehatan 
di Desa langi sebanyak 6 fasilitas.Yaitu 1 puskesmas dan 5 buah posyandu.9 
B. Bentuk Perkawinan Silariang Di Desa Langi Kecamatan Bontocani 
Kabupaten Bone 
Silariang atau kawinlari kadang memang menjadi pilihan terakhir dua 
insan yang sedangdimabuk cinta tapi tidak berboleh restu. Baik dari restu salah 
satu keluarga, maupun restu dari kedua belah pihak keluarga. Bagi suku bugis 
bone, anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu dari orang tua 
berart iaib besar, sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng nama baik 
keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar utamanya keluarga besar si 
wanita. 
Terlepas dari histiri silariang (kawin lari) dimana silariang akan selalu 
bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat setiap suku. Nila- nila ibudaya 
pada suku manapun di Negara ini akan selalu menukik kedalam identitas 
pernikahan kapan dan dimanapun di langsungkan. 
Silariang berarti berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan 
dengan kawin lari. Dalam hal ini maka timbullah ketegangan masyarakat, 
terutama keluarga gadis yang lari atau di bawah lari .berikutadalah unsure- unsure 
silariang (kawinlari),  unsur ini merupakan hal yang wajib yang harus ada atau 
dapat dianggap pula sebagai  rukun dan proses terjadinyasilariangsehingga, 
apabilaada salah satu unsure yang tidak dipenuhi maka dapat dikatakan bukan 
kasus kawin lari. 
                                                             
9Data Kantor DesaLangiTahun 2018. 
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Adapun unsurnya yaitu : 
1. Dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan, maksudnya disini 
bahwa orang yang melakukansilariangituadalahseorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang pergi bersama- sama atau janjian untuk pergi 
bersama. 
2. Sepakat untuk lari bersama dan menikah, maksudnya disini bahwa seorang 
laki-laki dan perempuan pergi bersama dan sepakat menikah tanpa wali 
dari orang tuanya. 
3. Menimbulkansiri’ dan sanksi adat, maksudnya disini bahwa jika orang 
melakukan silariang mereka harus siap menanggung malu dan harus siap 
menerima sanksi yang akan di berikan. 
Faktor –faktor penyebab terjadinya silariang : 
Terlepas dari historis silariang (kawin lari) dimana silariang akan selalu 
bersinanggungan dengan budaya dan adat isti adat setiap suku. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan imam desa langi yaitu suhardi menyatakan bahwa faktor 
penyebab silariang di desa langi adalah : 
1. Menentang perjodohan (kawin paksa) 
Kebiasaan sebagian orang tua dalam mencarikan jodoh anaknya selalu 
mencari dari keluarga dekat , tujuanya agar harta warisan tidak jatuh 
keluar. 
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2. Faktor ekonomi 
Menurut adat perkawinan desa langi sebelum melakukan suatu pernikahan terbit 
dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai persyaratan berupa uang panai 
berikut mahar dan mas kawin dan persyaratan lainnya. 
3. Lamaran ditolak 
Orang tua dari pihak perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki 
yang inginmelamar anak gadisnya bukanlah ditolak tanpa alasan, namun 
karena perbedaan stara sosial dalam masyarakat. 
4. Hamil sebelum menikah 
Beberapa kejadian yang terjadi karena sepasang laki-laki dan perempun 
telah melakukan perbuatan  dosa yang mengakibatkan perempuan ini 
hamil, akan tetapi takut ketahuan sama orang tua maka mereka mengambil 
jalan pintas untuk menyembunyikan kehamilannya. 
Bentuk perkawin silariang ada dua macam yaitu silariang yang dilakukan oleh 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama single (sendiri) dan 
pelaku silariang sudah berkeluarga (memiliki istri/suami). 
C. Bentuk Sanksi Hukum Adat Perkawinan Silariang Di Desa Langi 
Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone 
Setiap desa memiliki potensi masing-masing.  Kabupaten bone merupakan 
kabupaten yang memiliki penduduk yang cukup banyak,  
terkhususkecamatanbontocanidesalangi dimana desa ini tidak kurang masyarakat 
yang menyimpang dari hukum iskam maupun hukum adat. Yang menjadi 
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permasalah di sini yaitu banyaknya masyarakat yang menganggap remeh arti dari 
pernikahan. 
Oleh karena itu penerapan sanksi pidana bagi pelaku silariang wajib di 
terapkan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, apabila dibiarkan terus-
menerus  tidak menuntut kemungkinan dapat menggangu warga setempat dan 
tidak menuntut kemungkinan generasi berikutnya akan mengikuti jejak orang-
orang di sekitarnya. 
Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta 
material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelanggar 
menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim  terdapat pengertian hukum 
adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut.10 
Untuk desa langi, berdasarkan wawancara dengan Ufrah Tahir selaku 
Kepala Desa Langi menyatakan bahwa selama belia tinggal di Desa Langi dan 
menjabat sebagai kepala desa tidak kurang kasus yang di tangani mengenai 
silariang baik itu pelaku silariang masih single (sendiri) atau  bahkan pelaku 
silariang  sudah berkeluarga (memiliistiri/suami). Ia mengatakan bahwa orang 
yang melakukan silariang tidak di terima kembali kekampung halamanya sebelum  
maddeceng (pulang baik)  dan jika pelaku silariang ini ingin pulang baik ke 
keluarganya maka harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan 
pemerintah. 
Maddeceng (pulangbaik) tidaklah semuda mengembalikan telapak tangan, 
namun banyak syarat-syarat yang harus di penuhiseperti : 
                                                             
10Bushar Muhammad, Asas- Asas Hukum Adat (Jakarta: PT. PradnyaParamita, 2006), 
h.19.  
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a. Mengajukan surat permohonan  
b. Pemerintah berhubungan dengan keluarga pihak perempuan 
c. Denda kepada pemerintah 
d. Denda dari keluarga pihak perempuan 
Lain halnya jika yang melakukan silariang ini orang yang sudah 
berkeluarga (memiliki istri/suami) maka sampai kapan pun dia tidak akan bias 
menginjakkan kaki lagi ke kampong halamannya (ripaoppani tanah) .11 
Suhardi, selaku imam desa Langi melalui wawancara yang penulis lakukan 
menyatakan bahwa pelaku silariang mencemarkan nama baik dan keluarganya ,  
Ia mengatakan bahwa perkawinan silariang ada yang sah secara agama dan hukum 
ada juga yang tidak sah secara agama maupun hukum , tergantung situasinya jika 
di beri perwalian dari orang tua maka pernikahannya SAH, akan tetapi jika tidak 
ada perwalian dari orang tua maka tidak SAH. Pelaku silariang jika ingin pulang 
baik (maddeceng) maka mereka harus dinikahkan kembali walaupun sudah ada 
buku nikah, karena menurutnya pernikahan mereka sah secara hukum tapi tetap 
harus di nikahkan kembali di depan orang tuanya. 
Mengenai sanksi, suhardi mengatakan selama beliau menjadi imam desa 
belum ada sanksi yang di berikan kepada pelaku silariang katanya duluji ada 
sanksi, akantetapi jika pelaku silariang menginjakkan kakinya kekampung 
halamanya sebelum maddeceng maka mereka akan di usir keluar jika mereka 
menolak maka akan di peringati akan tetapi setelah di peringati belum pergi juga 
maka mereka akan di massa oleh masyarakat. Lain halnya jika pelaku silariang 
                                                             
11UfrahTahir (45 Tahun), KepalaDesaLangi, Wawancara, DesaLangi, 25 juni 2018. 
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diam-diam ketemu dengan keluarganya di tempat yang telah di rencanakan jika 
ada orang lain yang melihatnya maka mereka akan di massa12. 
 
Kasmawati, selaku guru sekolah menyatakan bahwa perkawinan silariang 
itu tidak boleh/ tidak sah karena bukan walinya kecuali jika ada wali dari 
keluarganya, akan tetapi jika mereka ingin pulang baik(maddeceng) mak amerek 
aharus dinikahkan kembali .13 
Yuyun Adriana, selaku ustazah menyatakan bahwa perbuatan silariang 
adalah perbuatan yang negatif melanggar norma agama, silariang adalah 
perkawian yang tidak sah baik hukum maupun agama jadi ketika mereka ingin 
pulang baik maka harus dinikahkan kembali oleh imam desa dan di saksikan oleh 
keluarga dan masyarakat akan tetapi terlebih dahulu harus membayar denda yang 
telah di tetapkan oleh pemerintah dan keluarganya14. 
Rahmatia Dan Sinara, pelaku Silariang menyatakan bahwa mereka 
melakukan silariang pada tahun 1985 mereka pergi atas dasar kemauan masing- 
masing, mereka pergi bersama untuk pergi ke rumah orang tua laki-laki yang 
bertempat tinggal di Malino, dan setelah tiba di sana mereka di bawa ke Makassar 
untuk di nikahkan pada saat ijab Kabul tidak ada perwalian dari pihak perempuan 
karna pada zaman itu alat komunikasi belum ada. dan mereka pulang baik 
                                                             
12Suhardi (42 Tahun), Imam Desa,Wawancara, DesaLangi,  27juni 2018. 
13Kasmawati(36 Tahun) Guru Sekolah, Wawancara, DesaLangi, 2 juli 2018.  
14Yuyun Adriana (30 Tahun) Ustazah/ Guru TKTPA, Wawancara, DesaLangi, 10 Juli 
2018. 
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(maddeceng ) padatahun 1991 dan pada saat itu denda yang diberikan pada saat 
itu hanya 150.000. ketika mereka maddeceng mereka tidak di nikahkan kembali.15 
Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat adalah adat yang 
disertai dengan sanksi.Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal 
tersebut berupa bentuk aturan perilakudan secara terus menerus berlaku dalam 
masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif.16 
Penegakan tersebut biasa berarti hal yang positip yaitu hadiah dan juga 
dapat bersipat negative  seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan 
sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.17 
Silariang dalam undang undang 
 Undang- undang perkawinan menurut pasal 2ayat (1) uu no.1 tahun 1974 
tentang perkawinan yang berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Pasal 81 ayat 09 (2) 
Undang – Undang RI No: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: “ setiap 
orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun 
dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000. 
                                                             
15RahmatiadanSinara( 55 dan 60  Tahun) PelakuSilariang,Wawancara, DesaLangi , 12 
Juli 2018. 
16HilmanHadikusuma, PengantarIlmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: MandarMaju, 
2003), h.9.  
17I Made Widnyana, KapitaSelektaHukum Pidana Adat (Bandung: PT. Eresco, 1993), 
h.19. 
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Berikut syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 UU 
perkawinan berbunyi:  
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
2. Untuk melangsungkan perkawinanseorang yang belummencapaiumur 
21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 
3. Dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya  maka izin 
dimaksud ayat (2) pasalinicukupdiperbolehdari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal yang kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
diperoleh dari wali orang yang memelihara, atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama 
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
Sanksi hukum adat bagi pelaku silariang di desa langi kecamatan bonto 
cani yaitu jika pelaku silariang sama-sama single atau sendiri maka ketika ingin 
pulang baik (maddeceng) maka mereka harus membayar denda kepada 
pemerintah serta orang tua pihak perempuan dan harus memenuhi berbagai syarat, 
lain halnya jika pelaku silariang ini sudah menikah maka mereka tidak akan 
pernah di terima lagi oleh keluarganya serta pemerintah untuk kembali ke 
kampong halamanya seumur hidup dalam artian (dipatongkori tanah). 
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D. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Adat Bagi 
Pelaku Silariang Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone 
Pernikahan adalah anjuran Allah SWT  bagi manusia untuk 
mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan 
cara yang sesuai dan menurut kaidah dan norma agama, laki- laki dan perempuan 
memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain.pernikahan 
dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan 
kelangsungan jenisnya. 
Untuk mendapatkan hukum yang syah dari pernikahan, islam 
mengaturnya. Dalam setiap pelangsungkan akad pernikahan maka harus terdapat : 
1. Calon Pengantin Laki-Laki. 
2. Calon Pengantin Perempuan. 
3. Wali Nikah, khususnya untuk Calon Pengantin Perempuan. 
4. Dua orang saksi pernikahan (2 orang laki-laki). 
5. Pernyataan Ijab dan Qobul. 
Jika tidak ada syarat-syarat tersebut, tentunya pernikahan menjadi tidak 
sah. Selain itu, juga harus dipastikan bahwa calon pengantin bukanlah bagian dari 
mahrom dalam hukum islam. Misalnya adik kandungnya, sesama jenis, ataupun 
bagian dari keluarga yang merupakan mahrom-nya.Untuk itu dalam islam 
dijelaskan mengenai mahrom dalam islam. Mahrom dalam islam dilarang untuk 
dinikahi dan batasan auratnya tentu berbeda dengan yang bukan mahrom. 
Mengenai hal ini disampaikan oleh Allah dalam QS An-Nur : 31 
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                     
                           
                          
                         
                       
                             
         
Terjemahnya: 
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah 
suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki 
yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan 
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman 
supaya kamu beruntung18. 
Selain itu berkaitan dengan wali nikah, tentunya ini pun harus diperhatikan 
khususnya bagi perempuan. Wali nikah perempuan adalah hal yang wajib, hal ini 
adalah ayahnya. Jika Ayah sudah tidak ada maka bisa digantikan dengan keluarga 
lain yang sedarah dengan Ayahnya. Hal ini menandakan bahwa dengan Ijab Qabul 
dihadapan Wali, pihak laki-laki berjanji untuk menggantikan posisi ayah bagi 
                                                             
18 Kementrian agama  RI, Al-Qur’an terjemah dan tajwid.h.354. 
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perempuan. Bertanggung jawab atas hidup dan kepemimpinan keluarga yang akan 
dibangun. 
Selain adanya wali, harus juga ada saksi. Pernikahan memang janji antara 
dua insan yang memiliki cinta dan kasih sayang satu sama lain. Namun, adanya 
saksi juga sangat penting. Jika tidak ada maka tidak akan ada yang menyaksikan 
dan jika tidak ada yang tahu atau bersaksi maka akan berpotensi untuk 
mendapatkan fitnah atau selintingan negatif dari sekitarnya. 
Jika dilihat dari syarat dan bagaimana harusnya pernikahan di langsungkan 
kawin lari tentunya diharamkan oleh Islam, apalagi jika tanpa ada wali dan saksi 
yang menyaksikan. Tentunya melanggar syarat sah pernikahan dan akan 
merugikan diri kita sendiri di kemudian hari.Islam memberikan syarat untuk 
adanya Wali Nikah dan Saksi bertujuan agar ada yang melindungi, ada pihak yang 
menyaksikan, dan jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan mudah 
untuk meminta pertanggungjawaban dan bantuan dari berbagai pihak. 
Hal ini juga disampaikan dalam  hadist, sebagai berikut: 
 
 َو َلُّتَبَّتلا ٍنْوُعْظَم ِنْب َناَمْثُع ىَلَع ص ِللها ُلْوُسَر َّدَر :َلَاق ٍصاَّقَو ِبَِا ِنْب ِدْعَس ْنَع
لسم و ىراخبلا و دحما .اَن ْ يَصَتْخلا َُهَل َنَِذا ْوَل 
Dan Sa‟ad binAbu Waqqash ia berkata,“Rasulullah SAW pernahmelarang „Utsm
an bin Madh‟un membujang dan kalau sekiranyaRasulullah mengijinkannya tentu
 kami berkebiri”. [HR. Ahmad,Bukhari dan Muslim]  
Hukum Perkawinan silariang dalam Islam menganggap bahwa pernikahan 
silariang berkaitan dengan permasalahan nikah syubhat. Karena pernikahan 
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dengan seorang wanita tanpa persetujuan walinya merupakan pernikahan yang 
batil (tidak Sah) menurut jumhur ulama. Dan jika dikerjakan oleh seseorang 
karena jahil/tidak tahu akan hukumnya maka jadilah pernikahan syubhat. 
Diantara pernikahan syubhat adalah pernikahan tanpa wali. Meskipun 
pernikahan ini masih diperselisihkan akan kebolehannya, akan tetapi menurut 
jumhur ulama pernikahan tersebut tidak sah.19 
Hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah syubhat : 
1. Ada pernikahan yang disepakati akan batilnya, (seperti menikahi wanita di 
masa iddahnya, atau menikahi wanita sebagai istri kelima, atau menikahi 
wanita sauidara sepersusuan), maka jika dilakukan oleh kedua belah pihak 
lelaki dan wanita tidak menetahui hukummya maka itu adalah nikah 
syubhat menurut kesepakatan ulama. 
Ada juga pernikahan yang masih diperselisihkan, seperti 
pernikahan tanpa wali wanita, menurut sebagian mazhab pernikahan 
tersebut sah, akan tetapi menurut mazgab yang lain pernikahan tersebut 
batil, maka pernikahan ini menurut ulama yang lain adalah pernikahan 
syubhat. 
2. Jika kedua belah pihak melakukan pernikahan syubhat tanpa mengetahui 
hukumnya maka keduanya tidak berdosa karena kejahilan, akan tetapi 
pernikahan tersebut harus dibatalkan. 
3. Anak-anak hasil pernikaha syubhat (yang disebabkan kejahilan) maka 
hukum mereka seperti anak-anak dari pernikahan yang sah . 
                                                             
19
 http:// smp3lembang .blogspot.com/2015/03/hukum-menikah-silariang-menikah-
tanpa.html?m=1  
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4. Jika kedua belah pihak mengetahui kebatilan pernikahannya dan tetap 
nekad untuk melakukan pernikahan maka keduanya dianggap telah berzina 
dan melakukan dosa besar, bahkan harus di tegakkan hukum had atas 
keduanya karena telah melakukan dosa besar. Dan jika pernikahan tersebut 
membuahkan anak maka anak di nisbahkan kepada ayahnya karena 
merupakan anak zina. 
Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya seorang wali dari pihak 
perempuan maka perkawinan tersebut batal ( bathil) sebagaimana di jelaskan 
dalam QS. AN-nuur ayat 32 
                     
                          
 
Terjemahnya: 
Dan kawinlah orang porang yang sendirian diantara kamu, dan orang- orang 
yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 
perempuan jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan 
karunia-Nya. Dan allah maha luas lagi maha mengetahui.20 
 
 Bentuk sanksi hukum pidana islam bagi pelaku silariang yaitu jika pelaku 
silariang sama-sama single (sendiri) maka mereka di cambuk sebanyak serataus 
kali, akan tetapi jika pelakunya berkeluarga (memiliki suami/istri) maka mereka di 
rajam atau di lempar batu sampai mati. 
                                                             
20 Kementrian agama  RI, Al-Qur’an terjemah dan tajwid, h.355.  
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BAB V 
   PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Bentuk perkawinan silariang di desa langi kecamatan bontocani 
kabupaten bone ada dua macam yaitu silariang yang dilakukan oleh 
orang yang sama-sama single (sendiri) dan silariang yang dilakukan 
oleh orang yang sudah berkeluarga (memiliki istri/suami). 
2. Bentuk sanksi hukum adat bagi pelaku silariang di desa langi 
kecamatan bonto cani kabupaten ialah jika pelakunya sama –sama 
single ( sendiri) mereka harus membayar denda kepada pemerintah dan 
orang tua si perempuan serta harus memenuhi beberapa syarat, akan 
tetapi jika pelaku silariang ini sudah berkeluarga ( memiliki istri/suami) 
maka mereka tidak akan di terima lagi oleh pemerintah ataupun 
keluarganya untuk pulang ke kampong halamanya mereka di anggap 
sudah mati( dipatongkori tanah). 
3. Perspektif hukum pidana islam bagi pelaku silariang ialah jika 
pelakunya sama-sama single( sendiri ) maka mereka di cambuk seratus 
kali, akan tetapi jika pelakunya sudah berkeluarga (memiliki 
istri/suami) mereka di rajam atau di lempari batu sampai mati. 
60 
 
 
 
 
A. Implikasi Penelitian 
1. Dengan mengetahui masalah yang terjadi, diharapkan agar pemerintah 
dan masyarakat aktif memberikan sosialisasi kepada generasi muda 
tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku silariang. 
2. Diharapkan agar pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat aktif 
memberikan sosialisasi kepada tentang pentingnya memahami kearifan 
hukum adat, serta penegasan tentang tindak pidana sanksi adat yang 
tidak di perbolehkan dalam hukum nasional. 
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A. Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara Pemerintah Desa Langi 
Kec.Bontocani, Kab.Bone 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar.1      Gambar.2 
Nama  : Ufrah Tahir 
Umur  : 45 Tahun 
Alamat : Desa Langi, Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone 
Pekerjaan : Kepala Desa langi 
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B. Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara Imam Desa Langi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar.1      Gambar.2 
Nama  : Suhardi 
Umur  : 42 Tahun 
Alamat : Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone 
Pekerjaan : Imam Desa Langi 
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C. Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara Guru SMP N 4 
Bontocani 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  Gambar.1     Gambar.2 
 
Nama  : Kasmawati, S.pd 
Umur  : 36 Tahun 
Alamat : Desa langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone 
Pekerjaan : Guru Sekolah 
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D. Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara Ustazah 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar.1    Gambar.2 
 
Nama  : Yuyun Adriana 
Umur  : 30 Tahun 
Alamat : Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone 
Pekerjaan : Guru TK/TPA 
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E. Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara Pelaku Silariang 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar.1   Gambar.2 
 
Nama  : Sinara & Rahmatiah 
Umur  : 60 & 55 Tahun 
Alamat : Desa langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone 
Pekerjaan : Petani 
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